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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

NOMOR 7 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 4 
- - - -

PERATURAN DAE RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMRAI\IG 

Menimbang 

NOMOR 6 TAHUN 1997 

T ENTAN G 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT.11 REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG 

a. bahwa dengan bertakunya Keputusan Menteri Dalam Neger! 
Nomor49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas P::iriwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariw1sata 
Tingkat 11 , maka dipandang penu untuk meninjau kembali 
organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang. 

b. bahwa dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061 /3605/ 
SJ tanggal 21 Oktober 1994 telah ditetapkan pola Organisasi 
Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
dengan Pola Minimal : 

c. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas. maka 
Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
pertu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud 
Keputusan Menteri Dalam negeri tersebut di atas yang 
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang. 
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1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Nomor38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone­
sia Nomor 3037); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Norn or 10, Tambahan Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3373); 

5. Peraturan Pem erintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada 
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Nomor 3487); 

6. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 97 Tahun 1993 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah· 

8. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata 
Daerah Tingkat ! dan Dinas Pariwis,:ita Daerah Tingkat !!. 

Dengan Persetujuan Dewan Peiwaki!an Rak.yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Rembang 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATURL\N DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

.. Dalam Peraturan Daerah ini yang d1maksud dengan 
a. Daerar, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang : 

b. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang; 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang . 

d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang; 

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Paiiwisata Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang; 

f. Unit Peiaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksam1 Teknis Operasional Din as 
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang . 

g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan 
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok susunan dengan bidang 
keahlian 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POl<.OK DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana PernP.1 ,ntah 0aerah dibidang 
Pariwisata. 

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dtnas yang berada di bawah 
dan bertanggung j;;v:::ib kepada Bl:!pati Kep;:il;:i Daerah. 

Pasal3 

Dinas Pariwi$3ta mempunyai tugas pokok memhantu Bupati Kepala Daerah dalam 
mei,1k~anakan urusan rumah tangga daerah dan tug~s pembantuan dibidang 
kepariwisataan. 

Pasal4 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, 
Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan kebijaksanaan operasional , pemberian b1mbingan dan 

pembinaan, pembenan perij inan sesuai dengan keb1Jaksanaan yang ditetapkan 
oleh Bupati Kepala 0aerah berdasar1<an Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
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b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan 
kebiaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh B11p::iti Kepa!a Daerah. 

· BAB l!I 
Bagian Pertama 

Pola dan Susunan Organisasi 

Pasal5 

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan dcngan Pola Minimal. 

Pasal 6 
(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari: 

a. Kepala Dinas: 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ; 
d. Scksi Sarana Pariwisata; 
e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata; 
f. Unit Pelaksana Teknis Din as: 
g Kelompok Jabatan Fungsionai; 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing­
masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bagan Organisc1si Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran. 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah mi 

Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 7 

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal8 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan adrninistrasi 
umum per!engkapan dan rumah tangga. perencanaan, administrasi keuangan dan 
kepegawaian. 

" 

.. 
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Pasal9 
Untuk menyelenggarakan tug as tersebut pada pasal 8 Peraturan Dae rah ini, Sub 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi · 
a. melakukan urusan um urn, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga; 
b. melakukan urusan perencanaan kegiatan dinas; 
c. melakukan urusan keuangan ; 
d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian 

Pasal 10 
(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

a. Urusan Umum; 
b. Urusan Perencanaan; 
c. Urusan Keuangan; 

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayai (1) Pasa! ini rnasing-masing dipimpin oleh 
seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha. 

Pasal 11 
(1) Urusan Umum rnempunyai tugas melakukan urJsan surat menyurat, pengetika;; 

pengadaan, perlengkapan dan rum ah tangga serta kepegawaian; 
(2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan , mengolah , 

mengkoordinasikan dan mensistimasikan rencana kegiatan diatas: 
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan 

pertailgungjawaban keuangan. 

Bagian Keempat 
Kepala Dinas Seksi Obyek dan Daya Tari\< W1sata 

Pasa!12 
Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mernpunyai tugas menyiapkan bahan 
pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata 

Urrtuk menyeienggarakan tugas terse but pada Pasai 12 Peratw an Daerai1 trll , Seks, 
Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi : 
a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata , atraksi wisata, 

rekreasi dan hiburan umum; 
b. menyiapkan perijinan dibidang pengusahaan obyek wisata, atraks1 w1sata, 

rekreasi dan hiburan umum; 
c. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata , atraksi wisata , rekreasi 

dan hiburan umum; 
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d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan 
dan evaluasi kegiatan. 

Pasal 14 
(1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari 

a. Sub Seksi Obyek Wisata ; 

b. Sub Seksi Atraksi Wisata : 

c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Urnum : 

(2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-niasing dipirnpin 
oieh seorang Kepa!a yang berada dibavvah dan bertanggung jawab kepcda KepHia 
Seksi Obyck. dan Daya Tarik VVisata: 

Pasai i5 
(1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan 

pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan Obyek VVisata . 

(2) Sub Seks1 Atraksi Wisata mempur:iyai lugas rnengumpulkan dan menyusun ban;:i, 
pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan Atraksi Wisata. 

(3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunya; tugas mengun1puii<.crn Jar, 
menyusun bahan pembinaan. bahan laporan dan perijinan serta pemanta1,;in 
rekreasi dan hibu ran umum. 

Bagian Ke!ima 

Seksi Sarana Pariwisata 

Pasal16 
Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan. 
pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata . 

Pasal17 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini , Seksi 
Sarana Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja 
pariwisata; 

b. menyiapkan perijinan dibidang pengusahaan akomodasi, rumah makan dan bar 
serta ketenagakerjaan; 

c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pe111binaan dan pengembangan sarana dan 
tenaga kerja pariwisata; 

d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan 
dan evaluasi kegiatan . 
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Pasal18 

(1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari: 

a. Sub Seksi Akomodasi; 

b. Sub Seksi Rurnah Makan dan Bar; 

c . Sub Seksi Kder1dyakerjddr1. 

(2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini rnasing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepaia yang berada dibawah dar, bertanggung jawab kepada Kepala 
Seksi Sarana Parh.visata: 

Pasa!19 

(1) Sub Seksi ,li,komodasi r1ernpunyaf tugas rnengumpu!kan dan rr.enyusun bah1,: 
Pernuiriacifi. uaildil iaµUiai, lia,, per1jirnm seda perrnmiwm Akumodasi 

(2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan 
menyusun bahan pembinaan. bahan laporan dan perijinan serta pemantauan 
rumah makan dan ba,. 

(3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun 
bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pernantauan tenaga kerJa 
pariwisata. 

Bagian Keenam 

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata 

Pasal 20 

Seksi Pemasaran Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pembinaan. pengembangan dan pemantauan pemasaran serta penyuiuhan wisata. 

Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini , Seksi 
Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasararan dan penyuluhan 
wisata ; 

b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan , pengembangan , 
pemantauan dan evaluasi kegiatan : 

c. memantau dan mengevaluasi _kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata ; 

Pasal 22 

(1) Seksi Pernasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari : 

a. Sub Seksi Promosi ; 

... 
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b. Sub Seksi Pelayanan lnformasi; 

c . Sub Seksi Bimbingan Wisata .. 

(2) Sub Seksi -sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan wisata. 

Pasal23 

(1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan 
pembinaan dan laporan serta kegiatan Promosi. 

(2) Sub Seksi Pelayanan lnformasi me_mpunyai.tugas mengumpulkan, menyusun 
bahan pembinaan _keigatan pelayanan informasi. 

(3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun 
bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbinganwisata. 

Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksanan Teknis Dinas 

Pasal24 

.:i:;t Pc:!aksana Teknis Dinas Pariwisata dibentuk berdasark,m kriteria yang akan 
,:etapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan fungsioanal 

Pasal25 

{~) Keiompok. ,jabatan Fungsion(il mempunya1 tugas rr1elaksanakan sebagaimana 
tug as dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan . 

(2) Kelompok Jabatan Fungisonal sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, 
Li1µ1111pin oleh seorang tenaga fungsionai senior seiaku k.etua keiompok yang 
be rad a dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din as dan atau kepala 
Unit Pelaksana Tek.rus Dinas yang bersangl<ulan. 

?asa!26 

(1) Keiompo!<. Jabatan Fungs,onal dapat dibagi kedalam sub-sub ke!ompok sesuai 
dengan kebutuhan dan masing-maing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior. 

(2) Jumlah tenaga fungsioanal ditentukan berdasarkan sifat. jenis dan beban kerja. 

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
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BABIV 

TATA KERJA 
Pasal27 

Da!am me!aksanakan tugasnya, setiap pimpinan Saluan Organisasi Dinc1::; Pc1riwiSaia, 
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional waj ib menerapkan 
prinsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi baik kedalam lingkung;:in masing-masing 
maurun antar satuan organisasi sesuai dP.r.an tug as masing-masing 

Pasal 28 

(1) Kepala Dinas rnelaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditctapkan oleh Bupati l<epa:a Daerat-1. 

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan 
mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yany beracl;.i 
daiam lingkungan dinasnya 

BAB V 

KETENTUAN KEPEGAWAIAN 

Pasal 29 

(1) Pejab;it yang memimpin bidang ketatausaha,rn pada Dinas Pariwis!:; ·: 
merupakan sekretaris Dinas Pariwisata. 

(2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesua i 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku. 

BABVI 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal30 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala D~erah. 

Pasal 31 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerat1 ini maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Dae rah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisas1 
dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daeratl Tingkat II Rembang 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 21 Nopember 1997 

DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II REMBANG 
KETIJA 

SOEGENGSARWONO 

DISAHKAN 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II REMBANG 

Drs. H. WACH!Di RlJONO 

Dengan Keputusan GubernurKepala Daerah Tingl<at I Jawa Tengah, 
tang gal 15 Juli 1998 Nomor: 188.3/164/1998. 

An . SEKRETARIS WIL.AYAH/OAERAH TINGK.AT I JAWA TENGAH 
Kepala Biro Hukum 

TARTOPO SUNARTO, SH. 

NIP. 500 048 825 

Diu(1dangkan dala(n Lerr1baran DaarahKabupaten Daerah 
Tingkat 11 Rernbang Nornor 7 Tahun 1998 Sen lJ Norn or 4 

pada tanggal 22 Juli 1988 
Se!<;rnti!ris Wi!ayah/Daerah Tingkat II 

Re mbang 

Ir. SLAMET PRAWIRO 
Pembina Utama Mucla 

NIP. 500 042 180 
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P E N J E L A S A N 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REMBANG 

NOMOR 6 TAHUN 1997 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

I. PENJELASAN UMUM 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang 
Penyerahan Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan kepada 
Pemerintah Daerah Tingkat I dan mela!ui Peraturan Daerah T!ngkat I Jawa Tengah 
Nomor 7 Tahun 1984, telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Propins1 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat 
II Rembang. 

Untuk !ebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan 
PeP1eriritah,:H1 dan Pemoangunan secara berdaya guna dan berhas1i guna 
khususnya dibidang kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rernbang, mal<a..dipandang per1u meninjau, menyempumakan dan menetapkan 
kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingka t 
ii Rembang. 

Untuk maksud tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 49 Tahun 1993 jo Surat Menteri Dal am Negeri Norn or 061 /3605/SJ tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas 
Pariwasata Daerah Tingkat II dan telah ditetapkan untuk Kabupaten Daerah Tingkat 
!! Rembang Pola Organisasi Dinas Pariwisata denan Pola Minimal. Untuk itu 
dipandang per!u menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dina Pariwisata 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang kedalam Peraturan Daerah. 

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d 3 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Yang dirnaksud dengan : 

a. Kebijaksanaan operasional adalah kebijaksanaan yang 
meliputi pengembangan-pengembangan disegala bidang 
kepariwisataan yang didalamnya terkandung obyek-obyek 
wisata, pramuwisata, penginapan, rumah makan, hiburan 
umum dan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan 
peranan kepariwisataan. 



Pasal 5 

Pas::i l 6 

Pasal 7 s/d 23 

Pasal 24 

Pasal 25 s/d 31 
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b. Pengendalian Pe laksanaan Tugas Pokok adalah 
pengendalian disegala bidang urusan kepariwisataan yang 
meliputi obyek-obyek wisata , pramuwisata, penginapan, 
rumah makan, hiburan umum dan promosi pariw1sata agar 
lebih berdaya guna da11 bert1asil guna, efektif dan efis1en. 

Pola Organisasi adalah kondisi Struktural dari Organisasi 
Pariwisata yang ditentukan atas dasar beban kerja yang 
di!aksa;·1akan (berdasakan Surat Menten Dalam Negeri Nornor 
061 /3605/SJ bentuk Organisasi Dinas Pariwisata menganu! 
pola minimal). 

Susunan Organisasi ada!ah per:cerrninan daii urusan--un.;san 
yang menjadi kewenangan pangkal dari Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan Pengembangan 
Dinas Pariwisata. 

Cukup jelas. 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat 
dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalarn Negeri. 

Cukupjelas 



. BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA 
)_ ·-~ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

~ 
REMBANG 

··-

LAMPIRAN : Pcraturan Dacrah Kabupatcn Dacrah Tingi'"at , 
Remba11g Nomur 6 Tahw1 1997 Lt:niang 
Organisasi dan Tata Kcrja Vinas Pa.riwisata 
Kabupaten Da..."rah Tingle.at II Rembang. 
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DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAE RAH 
KABUPA TEN DAERAH TINGKAT II 

REMBANG 
Ketua 

SOE GENG SARWONO 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
REMBANG 

Ors. H. WACHIDI RIJONO 


